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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi Program Pengelolaan Agribisnis Tembakau
berkontribusi dalam meningkatkan kualitas bahan baku tembakau di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Agribisnis Tembakau
di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari pemanfaatan Dana
Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif. Informan dipilih menggunakan teknik sampling purposif dan meliputi Kepala UPT
Agribisnis Tembakau, petugas penyuluhan pertanian, dan petani tembakau yang dibantu. Teknik pengumpulan data
meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Validitas data diuji melalui kredibilitas, transferabilitas,
keandalan, dan konfirmabilitas. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
serta verifikasi. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pengelolaan Agribisnis Tembakau telah dilaksanakan
sesuai dengan kebijakan yang berlaku melalui kegiatan pelatihan pengelolaan pertanian, bantuan teknis dalam budidaya
dan penanganan pasca panen, serta penguatan institusi kelompok tani. Program ini telah memberikan manfaat dengan
meningkatkan pemahaman petani tentang pengelolaan usaha tani yang lebih terencana dan terstruktur. Namun,
pelaksanaan program dalam meningkatkan kualitas bahan baku tembakau belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini
disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kendala dalam alokasi anggaran DBHCHT, dan kurangnya
intensitas optimal dalam bantuan pasca-pelatihan dan pemantauan. Oleh karena itu, perlu diperkuat mekanisme bantuan
dan pemantauan, memprioritaskan perencanaan program, serta meningkatkan peran kelompok tani agar pelaksanaan
Program Pengelolaan Agribisnis Tembakau dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas bahan
baku tembakau di Kabupaten Sumedang.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Progam Manajemen Agribisnis Tembakau

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah memiliki peran strategis sebagai perumus dan
pengendali kebijakan publik agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif. Kebijakan publik tidak
hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang berdampak
langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan sangat
ditentukan oleh proses implementasinya, yaitu tahap ketika kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata
oleh pelaksana di lapanganuntukmenjawabkebutuhan dan permasalahan masyarakat.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang hingga kini tetap memiliki peran fundamental
dalam perekonomian nasional, khususnya bagi masyarakat perdesaan. Di tengah pergeseran struktur ekonomi
ke arah industri dan jasa, pertanian termasuk komoditas tembakau masih menjadi sumber penghidupan utama
bagi jutaan petani dan tenaga kerja dalam rantai agribisnis. Tembakau memiliki posisi unik dalam
perekonomian Indonesia karena menjadi penyumbang terbesar penerimaan negara dari sektor cukai, meskipun
dikategorikan sebagai sin tax atau pajak atas barang yang berdampak negatif bagi kesehatan.

Besarnya kontribusi tembakau terhadap penerimaan negara dapat dilihat pada realisasi penerimaan
cukai tahun 2024, di mana cukai hasil tembakau mendominasi total penerimaan cukai nasional.

Tabel 1. JumlahPenerimaan Cukai Negara 2024

No Jenis Penerimaan Cukai JumlahRealisasi
1 Hasil Tembakau 184,34
2 Ethil Alkohol 0,13
3 MMEA 8,13
4 Denda Administrasi Cukai 0,12
5 Cukai lainnya 0,02
6 Plastik 0,00
7 MBDK 0,00
Total 246,08

Sumber: APBN Kita 2024
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Sebagian penerimaan cukai hasil tembakau tersebut dialokasikan kembali kepada daerah melalui

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DBHCHT

ditetapkan sebesar 3% dari total penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri dan diperuntukkan bagi

pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, terutama daerah penghasil tembakau. Ketentuan lebih lanjut melalui

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 menegaskan bahwa penggunaan DBHCHT diprioritaskan

untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas bahan baku tembakau dan penguatan kapasitas

petani.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah penghasil tembakau di Provinsi Jawa Barat yang
menerima alokasi DBHCHT. Pada tahun anggaran 2025, Kabupaten Sumedang menerima DBHCHT sebesar
sekitar Rp34,22 miliar, dengan alokasi untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp3.250.838.095
atau sekitar 9,5% dari total DBHCHT kabupaten. Kabupaten ini memiliki potensi tembakau unggulan,
khususnya varietas tembakau Mole yang dikenal memiliki aroma dan tekstur khas serta diminati oleh industri.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT dan meningkatkan kualitas bahan baku
tembakau, Pemerintah Kabupaten Sumedang membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Agribisnis Tembakau.
Salah satu program strategis yang dilaksanakan adalah Program Manajemen Agribisnis (Managris), yang
bertujuan meningkatkan kapasitas petani tidak hanya dari aspekteknis budidaya, tetapi juga dari sisi manajerial
usaha tani. Program ini menekankan kemampuan petani dalam perencanaan usaha, pengelolaan biaya,
pencatatan administrasi, analisis kelayakan usaha, serta strategi pemasaran, sehingga petani diposisikan
sebagai pelaku agribisnis yang profesional dan berorientasi keberlanjutan.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, ditemukan beberapa indikasi permasalahan dalam
implementasi program manajemen agribisnis di Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah penyuluh dan pegawai UPT Agribisnis Tembakau menjadi salah satu factor utama
yang menghambat efektivitas pendampingan teknis kepada petani. Jumlah tenaga penyuluh yang relative
sedikit tidak sebanding dengan luas wilayah binaan serta banyaknya kelompok tani yang harus dilayani,
sehingga proses monitoring, pembinaan, dan supervise tidak dapat dilakukan secara intensif maupun
berkelanjutan. Kondisi ini juga berdampak pada rendahnya intensitas pendampingan setelah petani
mengikuti pelatihan Manajemen Agribisnis (Managris), di mana tidak ada pemantauan yang memadai
terkait perubahan praktik budidaya di lapangan maupun penerapan materi pelatihan. Akibatnya,
pelaksanaan budidaya kembali sepenuhnya diserahkan kepada petani tanpa evaluasi lanjutan, sehingga
potensi peningkatan kualitas bahan baku tembakau melalui program pelatihan tidak dapat tercapai secara
optimal.

Tabel 2. JumlahPegawai

No Jabatan Jumlah
1. Kepala UPT Agribisnis Tembakau 1
2. Staf administrasi umum 1
Analalis informasi pasar hasil tembakau 1
Total 3

2. Ketergantungan yang tinggi pada stake holder lain, seperti instansi terkait dan pelaku usaha, yang
menyebabkan pelaksanaan kegiatan program tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan awal. Kondisi
ini menuntut adanya penyesuaian jadwal dan anggaran serta koordinasi yang intensif antar pihak, sehingga
berdampak pada efektivitas pelaksanaan dan pelaporan kegiatan program.

3. Rendahnya tingkat kepatuhan dan responsivitas menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan program
Managris. Pelaksanaan program Managris di lapangan terganggu oleh rendahnya kepatuhan petani terhadap
standard budidaya yang telah ditetapkan serta minimnya respons cepat dari pelaksana program ketika
muncul keluhan atau kebutuhan baru. Petani sering kembali pada cara-cara tradisional karena tidak ada
pemantauan berkelanjutan, sementara penyuluh tidak dapat merespons secara cepat akibat keterbatasan
tenaga dan mekanisme birokratis yang memperlambat tindak lanjut. Ketika pelaksana tidak responsif dan
petani tidak sepenuhnya patuh, alur implementasi menjadi terputus di tengah jalan. Kondisi ini
menyebabkan materi pelatihan tidak benar-benar diterapkan, dan tujuan program untuk meningkatkan
kualitas budidaya tembakau menjadi sulit tercapai.
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Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memandang perlu dilakukan kajian
ilmiah mengenai bagaimana program manajemen agribisnis tembakau diimplementasikan oleh UPT Agribisnis
Tembakau sertas ejauh mana program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas bahan baku
tembakau di Kabupaten Sumedang. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul “Implementasi Program
Manajemen Agribisnis Tembakau Dalam Meningkatkan Kualitas Bahan Baku di UPT Agribisnis Tembakau
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.”

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang juga dikenal sebagai metode naturalistik karena
prosesnya berlangsung dalam situasi yang benar-benar alami (natural setting).Creswell(Murdiyanto, 2020)
mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai “suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada
metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.”

Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian yaitu dengan purposife sampling.
Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang UPT Agribisnis Tembakau, Analis Pasar UPT
Agribisnis Tembakau, Ketua Kelompok Tani Malaka 2, dan Ketua Kelompok Mekar Saluyu.

Tabel 3. Subjek Penelitian

No Unsur Jumlah
(orang)
1 Kepala Bidang UPT Agribisnis Tembakau Tanjungsari 1
3 Analis Pasar UPT AgribisnisTembakauTanjungsari 1
4 KetuaKelompok Tani Malaka 2 1
5 KetuaKelompokMekarsaluyu 1
Jumlah 4

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari berbagai literatur
tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian terdahulu, dan dokumen akademik lainnya
yang berkaitan dengan variable dalam penelitian ini.

b. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu UPT
Agribisnis Tembakau, dengan meliputi beberapa metode:

1. Observasi atau Pengamatan

2. Wawancara

3. Dokumen

4. Triangulasi

Agar data penelitian kualitatif dapat dipetanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu di

adakan uji keabsahan data, sebagai berikut:

1. Uji Kreadibility

2. Uji Transferability

3. Uji Dependability

4. Uji Konfirmability
Data hasil wawancara dan observasidiolahdengan Teknik analisi sebagai berikut:
Data Reduction (Reduksi Data)
Data Display (Penyajian data)
3. Conclusion Drawing/Verification (Menarik kesimpulan)

DN —
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Teknik Analisa Data

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik karena pada tahap inilah
berbagai rencana dan tujuan kebijakan diwujudkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Hal ini sejalan dengan
pandangan (Herman, 2016) yang menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan publik merupakan proses
kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui.”

Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi sangat
bergantung pada bagaimana program tersebut dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan serta diterima dan
dijalankan oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, implementasi menjadi indikator penting untuk menilai
tercapai atau tidaknya tujuan program yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Implementasi Program Manajemen Agribisnis Tembakau di UPT Agribisnis Tembakau
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dipahami sebagai serangkaian aktivitas untuk menerjemahkan
kebijakan peningkatan kualitas bahan baku tembakau ke dalam tindakan konkret. Implementasi program ini
meliputi perencanaan kegiatan, pelaksanaan pelatithan manajemen agribisnis, pendampingan petani,
pengelolaan sumber daya, serta monitoring dan evaluasi hasil program.

Implementasi Program Manajemen Agribisnis Tembakau yang didukung Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT) dikaji secara mendalam melalui penggunaan kerangka analisis implementasi kebijakan
yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, dengan menitikberatkan pada dimensi content of policy dan context
of implementation yaitu sebagai berikut:

1. Content atau isi kebijakan, terdiri dari :

1) Interest affected (Kepentingan yang Terpengaruh)

2) Type of benefits (Tipe Manfaat)

3) Extent of change evisoned (Perubahan yang akan Diwujudkan)
4) Site of decision making (Kedudukan Pembuat Kebijakan)

5) Program implementers (Para Pelaksana Program)

6) Resources commited (Sumber Daya yang Dikerahkan)

2. Contextatau lingkungan kebijakan, terdiri dari :

1) Power, interests, and strategies of actor involved (Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi Para
Aktor yang Terlibat)

2) Institution and regime characteristics (Karakteristrik Lembaga dan Penguasa)

3) Compliance and reponsiveness (Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana)

Content (Isi Kebijakan)
1. Kepentingan yang Terpengaruh (Interests Affected)

Implementasi Program Manajemen Agribisnis Tembakau melibatkan kepentingan antara pelaksana
program dan kelompok tani sebagai sasaran kebijakan. menunjukan program ini melibatkan kepentingan
UPT Agribisnis Tembakau sebagai pelaksana program dan kelompok tani sebagai sasaran kebijakan.
Kelompok tani berkepentingan terhadap peningkatan kualitas dan nilai jual tembakau, sedangkan UPT
berkepentingan terhadap keberhasilan program serta optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau (DBHCHT). Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan kelompok tani untuk
meningkatkan kualitas tembakau pada dasarnya sejalan dengan kepentingan UPT Agribisnis Tembakau
dalam mencapai target program, meskipun keterbatasan implementasi membuat hasil yang dicapai belum
optimal. Temuan ini sejalan dengan pandangan Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan atau
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kegagalan suatu kebijakan sangatdipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang terkandung dalam
kebijakan tersebut (Ariyanti et al., 2024)
2. Jenis Manfaat yang Dihasilkan (Type of Benefits)

Manfaat yang dihasilkan dari program ini lebih bersifat peningkatan pengetahuan dan kapasitas petani
dalam manajemen agribisnis tembakau. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan dalam
bentuk perubahan praktik secara nyata di lapangan. Menurut Grindle, manfaat kebijakan yang bersifat
tidak langsung memerlukan proses implementasi yang berkelanjutan agar dapat menghasilkan dampak
nyata. Hal ini menjelaskan mengapa manfaat program belum sepenuhnya terwujud dalam perubahan
praktik budidaya dan pascapanen secara luas.

3. Derajat Perubahan yang Diharapkan (Extent of Change Envisioned)

Program ini mengharapkan terjadinya perubahan dalam kualitas bahan baku tembakau dan pola
pengelolaan usaha tani. Dalam kerangka Grindle, semakin besar perubahan yang diharapkan, semakin
besar pula tantangan implementasi yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan
tersebut masih berlangsung secara bertahap karena keterbatasan sumber daya dan pendampingan.

4. Letak Pengambilan Keputusan (Site of Decision Making)

Pengambilan keputusan dalam implementasi program berada pada UPT Agribisnis Tembakau dengan
mengacu pada kebijakan penggunaan DBHCHT. Keputusan teknis pelaksanaan kegiatan juga melibatkan
koordinasi dengan dinas terkait dan penyuluh lapangan. Dalam perspektif Grindle, pengambilan
keputusan yang relatif terpusat dapat memengaruhi fleksibilitas implementasi di tingkat lapangan.
Kondisi ini membatasi kemampuan pelaksana untuk menyesuaikan program secara cepat terhadap
kebutuhan spesifik kelompok tani. Namun demikian, koordinasi antaraktor yang dilakukan menunjukkan
adanya upaya kolaboratif. Hal ini sejalan dengan pendapat Sari dan Yalia (2019) yang menyatakan bahwa
sinergi merupakan bentuk kolaborasi antaraktor yang saling melengkapi dan mampu menghasilkan
capaian yang lebih besar dibandingkan jika masing-masing pihak bekerja secara terpisah.

5. Pelaksana Program (Program Implementers)

Pelaksana program memiliki kompetensi yang memadai, namun keterbatasan jumlah pelaksana
menyebabkan perangkapan tugas dan berkurangnya intensitas pendampingan. Menurut Grindle,
efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kecukupan pelaksana dalam
menjalankan peran mereka secara konsisten. Hal ini juga diperkuat dengan (V.Finidia et al., 2024) dalam
hasil penelitianya yang menujukan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun
anggaran, serta koordinasi yang lemah antar lembaga merupakan hambatan utama dalam proses
implementasi.

6. Sumber Daya yang Digunakan (Resources Committed)

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran DBHCHT menjadi kendala utama dalam
implementasi Program Manajemen Agribisnis Tembakau. Dalam teori Grindle, ketersediaan sumber daya
merupakan prasyarat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Keterbatasan
sumber daya tersebut membatasi jangkauan program serta efektivitas pendampingan kepada kelompok
tani. Sejalan dengan hal tersebut, Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan cenderung
menjadi tidak efektif meskipun perintah implementasi telah disampaikan secara jelas dan konsisten,
apabila pelaksana tidak didukung oleh sumber daya yang memadai (Subekti et al., 2017).

Context (Lingkungan Kebijakan)
1. Kekuatan, Kepentingan, dan Aktor yang Terlibat (Power, Interests, and Strategies of Actors Involved)

Implementasi program melibatkan berbagai aktor, seperti UPT Agribisnis Tembakau, penyuluh
lapangan, kelompok tani, dan pemangku kepentingan terkait. Dalam perspektif Grindle, perbedaan
kekuasaan, kepentingan, dan strategi antaraktor memengaruhi dinamika implementasi kebijakan. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa UPT memiliki kewenangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan
program, sementara kelompok tani berperan sebagai penerima manfaat. Strategi pelaksanaan lebih bersifat
top-downdengan pendekatan pembinaan, yang dalam praktiknya belum sepenuhnya mendorong partisipasi
aktif seluruh anggota kelompok tani.

2. Karakteristik Institusi dan Rezim (Institutional and Regime Characteristics)

Secara institusional, UPT Agribisnis Tembakau memiliki struktur organisasi dan tugas pokok yang
jelas. Namun, dalam kerangka Grindle, karakteristik institusi juga berkaitan dengan kapasitas organisasi
dalam menghadapi kompleksitas implementasi. Keterbatasan personel dan luasnya wilayah binaan
menunjukkan bahwa kapasitas institusi masih perlu diperkuat.

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana (Compliance and Responsiveness)

Pelaksana program menunjukkan kepatuhan terhadap pedoman pelaksanaan program serta respons

terhadap permasalahan di lapangan. Dalam teori Grindle, kepatuhan dan daya tanggap merupakan indikator
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penting efektivitas implementasi. Namun, keterbatasan sumber daya menyebabkan respons pelaksana
belum sepenuhnya mampu mengatasi seluruh kendala yang muncul.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Manajemen Agribisnis
Tembakau (Managris) di UPT Agribisnis Tembakau Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang pada
dasarnya telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024. Hal ini tercermin dari kesesuaian jenis
kegiatan, mekanisme pendampingan, serta sasaran program yang diarahkan pada peningkatan kapasitas petani
melalui pelatihan manajemen usaha tani, pendampingan teknis budidaya dan pascapanen, serta penguatan
kelembagaan kelompok tani. Program ini disusun berdasarkan kebutuhan kelompok tani dan dinilai mampu
memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman petani dalam perencanaan dan pengelolaan usaha tani
tembakau, meskipun peningkatan kualitas bahan baku secara nyata belum dirasakan secara optimal dan merata
oleh seluruh kelompok tani binaan.

Namun demikian, implementasi Program Managris belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan.
Belum optimalnya pelaksanaan program dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain keterbatasan
sumber daya manusia, keterbatasan anggaran DBHCHT, rendahnya intensitas pendampingan di lapangan, serta
koordinasi dan komunikasi yang belum sepenuhnya merata antara pelaksana program dan kelompok tani.
Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya penerapan pengetahuan dan keterampilan yang
diperoleh petani dalam praktik budidaya dan pengelolaan pascapanen tembakau.

Sebagai respons terhadap berbagai hambatan tersebut, UPT Agribisnis Tembakau Kecamatan
Tanjungsari Kabupaten Sumedang telah melakukan sejumlah upaya perbaikan, antara lain melalui penguatan
koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, penyesuaian perencanaan kegiatan dengan ketersediaan
anggaran, peningkatan sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok tani, serta penguatan peran kelompok tani
sebagai sarana pembelajaran dan pengawasan internal. Upaya-upaya ini menunjukkan adanya komitmen
kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan program serta meningkatkan efektivitas implementasi Program
Managris dalam mendorong peningkatan kualitas bahan baku tembakau secara lebih merata dan berkelanjutan
di Kabupaten Sumedang.
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